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IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN 

SAMPAH RUMAH TANGGA DI KELURAHAN 

SAMBUTAN 
 

Jalu Aji Yodha Pradana 1, Santi Rande 2 
 

Abstrak 

Implementasi dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga melalui 
peraturan walikota samarinda nomor 13 tahun 2019 yang mengatur bahwa 
sampah harus dilakukan pengurangan dan penanganan sesuai target yang 
ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Serta mengidentifikasi faktor penghambat 
yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif. Sementara itu, penentuan sumber data (informan) 
dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu terdiri 
dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah & Limbah B3 DLH Kota Samarinda, 
Lurah Sambutan, Kasi Ekobang & LH Kelurahan Sambutan, Ketua RT Setempat 
dan Masyarakat Sekitar. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan 
Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah 
Tangga Di Kelurahan Sambutan bahwa sudah maksimal dilaksanakan mengenai 
peraturan yang ada tersebut, namun ada beberapa hal yang sangat menjadi 
penghambat dari berjalannya peraturan yang ada. Pada aspek Kondisi 
Lingkungan dan Sumber Daya memunculkan kekurangan ini meliputi 
keterbatasan kapasitas TPA, minimnya armada pengangkut dan Sumber Daya 
Manusia (SDM) pelaksana, serta kurang masifnya keterlibatan sektor swasta. 
Hubungan Antar Organisasi terjalin baik, ditunjukkan oleh kolaborasi aktif antar 
dinas terkait dalam penyediaan sarana prasarana, serta sinergi dalam kegiatan 
sosialisasi dan rapat koordinasi dengan tingkat kelurahan dan RT. Karakteristik 
dan Kemampuan Organisasi pelaksana (DLH dan Kelurahan) secara struktural 
memadai, ditopang oleh pembentukan 10 pengawas di tingkat kecamatan, 
keterbukaan terhadap feedback publik, dan mekanisme akuntabilitas melalui 
pelaporan dan evaluasi rutin. 
 
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 
Tahun 2019, Pengelolaan Sampah, Masyarakat Rumah Tangga 

 
Pendahuluan 

Sampah merupakan sebuah permasalahan penting yang harus dihadapi 
dengan serius dan cepat. Tidak heran lagi bahwa permasalahan sampah akan 
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selalu ada sampai beberapa tahun kedepan. Masalah penting yang dihadapi 
masyarakat adalah keberadaan sampah. Sampah tidak baik jika dikaitkan dengan 
kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan estetika (R. Hasibuan, 2016). 
Peningkatan jumlah penduduk yang pesat, terutama di wilayah metropolitan, 
menyebabkan peningkatan produksi sampah yang apabila tidak ditangani dengan 
baik dapat mengakibatkan berbagai masalah lingkungan, kesehatan, dan sosial. 
Pemerintah Indonesia juga telah memberikan upaya komprehensif dengan 
memberikan peraturan untuk dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada di 
Tanah Air ini menjadi stabil dan bisa dikelola dengan baik. Dengan adanya 
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi 
Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis 
Sampah Rumah Tangga. Inilah yang menjadi titik tolak ukur bagi seluruh 
pemerintah daerah kota yang ada untuk dapat menjalankan peraturan tersebut 
dengan sebagaimana mestinya. Seperti halnya yang disampaikan pada Pasal 5 
Peraturan Presiden tersebut bahwa dalam melakukan pengelolaan sampah harus 
memiliki target utama yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan 
penanganannya sebesar 70%. 

Sebagai upaya serius dalam mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota 
Samarinda telah menerbitkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Perwali ini secara 
komprehensif mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari 
pengurangan, penanganan, hingga peran serta masyarakat, dengan tujuan akhir 
mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan serta mencapai target 
pengurangan sampah. Jakstrada ini dilaksanakan dalam periode waktu tahun 
2018-2025 yang memiliki target utama yaitu pengurangan sampah rumah tangga 
sebesar 30% dan tingkat penanganan sampah rumah tangga sebesar 70%. 
Menurut Website SIPSN Kota Samarinda, tingkat pengelolaan sampah rumah 
tangga dalam target pengurangan belum mencapai target yang diinginkan 
kemudian untuk target penanganan juga belum mencapai target yang ditetapkan. 

Sampah 
Target Pengelolaan Sampah 

2023 2024 

Pengurangan 19.75 % 8.24 % 

Penanganan 79.78 % 39.88 % 

Sumber : Website SIPSN Kota Samarinda, 2023 & 2024 
Berdasarkan tabel 1.3 diatas yang diperoleh dari website SIPSN Kota 

Samarinda dapat digambarkan bahwa target pengelolaan sampah yang dijalankan 
pada lingkungan masyarakat belum maksimal untuk dijalankan. Meskipun dalam 
penangannya sudah mencapai target pada tahun 2023 tetapi untuk pengurangan 
sampah sendiri sangat jauh mencapai target. Namun dengan melihat 
perkembangan pada tahun terakhir yaitu tahun 2024 target pengurangan dan 
penanganan sampah masih belum mencapai target yang ditetapkan pada peraturan 
walikota tersebut. 
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TPA Sambutan merupakan Tempat Pemrosesan Akhir yang digunakan saat 
ini untuk pembuangan sampah daerah Kota Samarinda. Dengan adanya tingkat 
produksi sampah yang terus bertambah sehingga mengakibatkan Tempat 
Pemrosesan Akhir (TPA) semakin padat maka seharusnya juga pemerintah perlu 
melakukan upaya berputar atau pengelolaan serta penanganan sampah tersebut.  
Berikut ini data gambar terkait kondisi sementara pada TPA Sambutan. 

Gambar 1 Kondisi TPA Sambutan  

 
Sumber : Sapos.co.id, 2024 

Berdasarkan gambar 1 diatas bahwa kondisi TPA (Tempat Pemrosesan 
Akhir) yang kian menumpuk mencontohkan bahwa adanya masalah serius yang 
dialami pemerintah Kota Samarinda untuk bagaimana antisipasi dan inovasi 
keberlanjutan kedepan apalagi bahwa tujuan dari Jakstrada ini bisa memberikan 
pengurangan sampah rumah tangga sebesar 30% dan tingkat penanganan sampah 
rumah tangga sebesar 70% namun malah sebuah TPA mengalami overload 
sampah yang terjadi. 

Melihat permasalahan yang ada, dalam rangka untuk mengkaji lebih dalam 
tentang Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2019 
dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Sambutan dan diharapkan 
dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana implementasi program 
tersebut serta faktor penghambat dari implementasi peraturan ini, maka peneliti 
merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut, dalam 
sebuah kajian penelitian. 
 

Kerangka Dasar Teori  

Kebijakan Publik  

Terdapat definisi kebijakan publik yang disebutkan oleh James Anderson 
dalam Maulana & Nugroho (2019: 02) yaitu mendefinisikan kebijakan publik 
sebagai a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of 
actors in dealing with a problem or matter of concern. Kebijakan publik dapat 
didefinisikan sebagai langkah terencana yang diambil oleh satu aktor atau lebih 
untuk menanggulangi isu atau tantangan yang menjadi perhatian utama mereka 
dan harus segera ditangani, terutama dalam kerangka waktu yang relatif 
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konsisten. Misalnya, jika di sebuah kota banyak terjadi tindakan kriminalitas dan 
dirasa sangat memprihatinkan oleh aktor -aktor kebijakan maka harus ada 
tindakan, salah satunya dengan membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi 
masalah tersebut. 

Kemudian kepustakaan international dalam Engkus (2022: 90) kebijakan 
publik diartikan sebagai “Public Policy” yaitu norma-norma yang berfungsi 
mengatur kehidupan komunal yang harus dipatuhi oleh semua warga dan bersifat 
mengikat secara universal. Setiap tindakan melanggar aturan ini akan dikenai 
hukuman yang proporsional dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang terjadi. 
Pelanggaran tersebut akan dijatuhkan secara terbuka di hadapan publik oleh 
otoritas atau badan yang secara spesifik ditugaskan untuk menjalankan fungsi 
penjatuhan hukuman. Sementara Thomas R. Dye dalam Engkus (2022: 92) 
menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah tindakan atau pengabaian oleh 
pemerintah yang harus melalui pertimbangan yang menyeluruh (holistik), 
mencakup alasan mengapa kebijakan tersebut dilaksanakan dan potensi 
manfaatnya bagi kehidupan kolektif. Tujuannya adalah memastikan kebijakan 
tersebut membawa manfaat maksimal bagi warga sambil meminimalkan dampak 
negatif atau masalah yang merugikan. Karena dalam setiap penetapan pasti akan 
ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, pemerintah wajib bersikap bijaksana 
saat mengambil keputusan. 
Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang dimana sebagai 
bentuk upaya pemerintah atau seseorang dalam menjalankan suatu kebijakan 
publik untuk cepat dilaksanakan sebagai bentuk representative peduli kepada 
masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Sebuah kebijakan publik tanpa 
adanya proses implementasi tidak akan bisa berjalan seutuhnya atau gagal untuk 
menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat. 

Grindle dalam Dewi, (2022: 120) menjelaskan mengenai implementasi 
kebijakan adalah serangkaian tindakan administratif yang dapat ditelaah secara 
detail di tingkat program. Proses implementasi ini hanya dapat dimulai setelah 
semua langkah yang diperlukan telah diambil. Ini berarti bahwa tujuan dan 
sasaran program harus didefinisikan dengan jelas, rencana kegiatan harus 
diselesaikan, dan dana harus tersedia dan siap digunakan untuk mencapai tujuan 
tersebut. Kemudian pendapat yang menyebutkan implementasi kebijakan menurut 
Van Meter dan Van Horn dalam Kamal, (2019: 61-62) menjelaskan bahwa proses 
implementasi sebagai "those actions by public or private individuals (or groups) 
that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy “those 
actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the 
achievement of objectives set forth in prior policy decisions” (tindakan-tindakan 
yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 
yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). 
Model Implementasi Kebijakan Cheema & Rondinelli 
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G. Shabbir    Cheema    dan    Dennis    A. Rondinelli dalam Subarsono, 
(2005: 101) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor mempengaruhi dalam 
proses implementasi kebijakan yang memiliki sifat desentralistis. Faktor yang 
dimaksud antara lain. 
1. Kondisi lingkungan. Suatu lingkungan memiliki pengaruh besar dalam 

berjalannya sebuah kebijakan pemerintah yang dimana dimaksud lingkungan 
dalam lingkup sosiokultural dan juga adanya pelibatan penerima program 
kebijakan pemerintah tersebut.  

2. Hubungan antar organisasi. Dalam beberapa program yang dijalankan oleh 
pemerintah, sebuah implementasi programnya memerlukan dorongan, 
dukungan dan koordinasi antar pihak/instansi lain. Maka dari itu sangat 
penting upaya koordinasi dan kerja sama antara intansi atau pihak untuk 
keberhasilan suatu program. 

3. Sumberdaya Organisasi. Untuk menjalankan sebuah implementasi program 
diperlukan sumberdaya yang baik untuk mendukung penuh program yang 
dijalankan. Antara lain sumberdaya manusia (Human Resourches) serta 
sumberdaya non-manusia (Non Human Resourches). 

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Disini digambarkan bahwa 
karakteristik dan kemampuan agen pelaksana sangat penting dibutuhkan mulai 
dari struktur birokrasi, norma aturan, dan pola-pola hubungan yang 
bermunculan dalam sebuah birokrasi, yang dimana dari seperangkat tersebut 
pasti akan mempengaruhi sebuah program yang dijalankan tersebut. 

Gambar 2 Model Implementasi Kebijakan Cheema & Rondinelli 

 
Sumber: Cheema dan Rondinelli, 1983:25 dalam Subarsono 2005: 102\ 
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Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Dalam konteks isu strategis nasional tentang pengelolaan sampah, 
penekanan diletakkan pada implementasi manajemen yang menyeluruh dan 
terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Kerangka manajemen ini harus 
menjamin kepastian hukum, sekaligus mendefinisikan secara jelas tanggung 
jawab dan kewenangan yang diemban oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
masyarakat, dan sektor usaha. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah kabupaten/kota 
memiliki mandat untuk menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 
yang selaras dengan panduan nasional dan provinsi. Sebagai tindak lanjut, 
Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 
2017 (Perpres 97/2017), yang berfungsi sebagai Kebijakan dan Strategi Nasional 
(Jakstranas) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 
rumah tangga. Pemerintah Kota Samarinda telah merespons amanat kebijakan 
nasional dengan menyusun Jakstrada lokal. Regulasi ini awalnya diatur dalam 
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan 
Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, yang 
kemudian direvisi melalui Perwali Samarinda Nomor 13 Tahun 2019. 
Sehubungan dengan landasan hukum ini, artikel ini difokuskan untuk mengkaji 
dan menyajikan data terkait orientasi, pelaksanaan operasional, dan sumber 
pembiayaan Jakstrada, sebagaimana termuat dalam dokumen Perwali Samarida 
35/2018. 

Jakstrada merupakan akronim dari Kebijakan dan Strategi Daerah 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
Tangga. Istilah ini merujuk pada panduan arah kebijakan dan strategi yang 
terpadu dan berkelanjutan untuk upaya pengurangan dan penanganan jenis-jenis 
sampah tersebut di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Secara spesifik, 
Jakstrada memuat komponen utama, yaitu: 
1. Arah kebijakan yang memandu proses pengurangan dan penanganan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis. 
2. Strategi, program, serta target yang harus dicapai dalam periode waktu 2018 

hingga 2025 untuk kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. 
Penyelenggaraan Jakstrada dapat didanai melalui beberapa sumber, 

termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, pendanaan juga dapat berasal 
dari sumber-sumber dana lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (qualitative research) yang 

ditujukan untuk menggambarkan bagaimana dinamika yang terjadi di lapangan 

dengan cara melihat atau mengamati peristiwa tersebut. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dengan melakukan wawancara mendalam dengan Dinas 
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Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Kelurahan Sambutan, dan Masyarakat RT 12 

Kelurahan Sambutan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan 

Huberman. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 

2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Menurut Cheema & 

Rondinelli  

1. Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan masyarakat pada Kelurahan Sambutan, memiliki 

berbagai karakteristik perilaku yang berbeda-beda sehingga menciptakan 

tantangan berat dalam implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 

Tahun 2019. Keberhasilan dalam menjalankan sebuah kebijakan tersebut sangat 

memiliki ketergantungan kepada efektivitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan 

itu sendiri. Kondisi lingkungan ini sangat mempengaruhi kinerja kebijakan 

pengelolaan sampah yang ada, dimana saat ini terobosan membuat sampah 

menjadi energi listrik (PSEL) bisa dikatakan masih belum maksimal 

dikembangkan atau dijalankan dikarenakan syarat utama yang diperlukan dari 

berjalannya teknologi tersebut memerlukan 1.500-2.000 ton sampah untuk dapat 

dijadikan energi listrik. Sehingga perlu upaya kerjasama kedepan dengan 

beberapa kabupaten/kota untuk dapat mengembangkannya. Kota Samarinda 

membuat keputusan/peraturan yang spesifik untuk pengelolaan sampah akan 

dilaksanakan pembuatan 10 titik insinerator pada 10 kecamatan yang ada, metode 

pengelolaan sampah dengan cara insinerasi atau pembakaran sebelum masuk ke 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah ini harus dilakukan pengelolaan 

terlebih dahulu pada setiap kecamatan agar meminimalkan timbulan sampah yang 

masuk pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sehingga bisa memperpanjang usia 

TPA tersebut. Saat ini tingkat kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan sampah 

juga masih kurang dan belum melakukan pemilahan secara efektif, pola kebiasaan 

yang muncul dalam membuang sampah sembarangan juga terlihat jelas pada 

Masyarakat karena jikalau melihat salah satu warga menumpuk sampah pada 

suatu titik akan membuang juga ditempat tersebut. 

Kelurahan Sambutan sendiri juga meneruskan dengan memberikan 

sosialisasi pengelolaan sampah setiap tahunnya, dengan adanya sosialisasi 

tersebut sisi positifnya bermunculan praktek warga dalam mengelola sampah 

melalui bank sampah. Namun bank sampah yang ada juga belum bisa dikatakan 

panjang umur, karena bisa saja berhenti ditengah jalan. Disinilah yang perlu 

ditekankan kedepan bagaimana keefektifan warga dalam melakukan pemilahan 

sampah lalu dikelola di bank sampah masing-masing RT yang ada. Namun, 

ditemukan adanya kesenjangan signifikan antara ketersediaan dukungan 

infrastruktur dan inisiatif dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam aspek 

pemilahan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya implementasi program 
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pengelolaan sampah yang bernilai tambah ( value-added ) masih sangat 

bergantung pada mobilisasi sosial dan dukungan eksternal, bukan merupakan 

praktik mandiri yang terinternalisasi oleh mayoritas warga.  

2. Hubungan Antar Organisasi 

Hubungan antar organisasi dalam mengimplementasikan sebuah program 

ataupun kebijakan ini akan memberikan dampak yang signifikan dalam 

penerapannya kedepan. Kerjasama yang terjalin mulai dari Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Samarinda, Kemendagri, Dinas PUPR, Kelurahan Sambutan serta 

Masyarakat memunculkan hubungan kerjasama yang harus dijalankan dengan 

baik dan diperlukan kolaborasi aksi nyata antar pihak terkait untuk mendukung 

keberhasilan program itu sendiri. Kerjasama yang dilakukan antara pihak swasta 

hingga saat ini belum ada dalam menyediakan fasilitas sampah atau sebagainya. 

Meskipun hanya dari pihak PLN pernah memberikan fasilitas tempat sampah 

terpilah dan itu juga berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Samarinda. Kerjasama horizontal diwujudkan melalui kolaborasi antar-RT dalam 

penyediaan layanan pengangkutan sampah terjadwal. Sementara itu, sinergi 

vertikal tampak melalui keterlibatan RT dan Kelurahan dalam kegiatan sosialisasi 

pengelolaan sampah yang rutin diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

(DLH) meskipun jadwalnya bersifat periodik (beberapa bulan sekali). Secara 

keseluruhan, hubungan antar organisasi telah memenuhi fungsi koordinatif dan 

komunikasi, namun keberlanjutan operasional Bank Sampah masih sangat dibantu 

oleh inisiatif kelompok Dasawisma, yang perlu dipertimbangkan sebagai critical 

success faktor dalam model kemitraan pengelolaan sampah. Selain itu, 

mekanisme umpan balik (keluhan dan usulan) dari masyarakat telah diakomodasi 

dengan baik oleh pihak Kelurahan. Meskipun koordinasi komunikasi berjalan, 

implementasi aksi kolektif berupa kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan 

masih rendah frekuensinya (sekitar dua minggu sekali), menunjukkan adanya gap 

antara komunikasi kebijakan dan aksi lapangan.  

3. Sumber Daya Organisasi Untuk Implementasi Program 

Sumber daya organisasi untuk implementasi program merupakan sisi 

penting dalam menjalankan sebuah kebijakan pemerintah untuk diterapkan pada 

lingkungan masyarakat. Sesuai Keputusan Menteri lingkungan hidup 

mengarahkan alokasi anggaran dalam pengelolaan sampah ini daerah harus 

menyediakan minimal 3% dari APBD daerah masing-masing dengan angka 

tersebut masalah sampah ini bisa dikelola dengan baik tanpa masalah. Jika dana 

pengelolaan sampah dibawah angka tersebut bisa dipastikan sampahnya tidak 

dikelola dengan baik. Sarana prasarana yang ada dalam melakukan pengelolaan 

dan penanganan sampah ini masih bisa dibilang kurang untuk bisa menjalankan 

program persampahan tersebut. Kemudian fasilitas daur ulang juga masih kurang 

dan belum banyak tersebut, saat ini hanya dari merek komersil yaitu Danone 

sebuah fasilitas daur ulang pada kawasan bantuas, namun hanya menerima 80% 

dari produk mereka sendiri. Kemudian dari sumber daya manusia juga masih 
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kurang untuk melakukan penanganan sampah ini, dengan melihat beberapa faktor 

salah satunya mengenai pendapatan relatif rendah yang diberikan. Kemudian 

Kelurahan Sambutan juga melakukan program pelatihan pengelolaan sampah 

kepada masing-masing RT yang mengatasnamakan warga tetapi juga ikut andil 

dalam pengambilan dan penanganan sampah itu sendiri. Secara fisik, tidak 

tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di lingkungan tersebut menjadi 

kendala utama. Hal ini secara langsung mengeliminasi tahapan pemrosesan atau 

pemilahan antara dari siklus pengelolaan sampah. Sebagai konsekuensi, sampah 

dari rumah tangga dialihkan langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

Sambutan, yang mengindikasikan dominasi metode pengumpulan-angkut-buang 

(collect-transport-dispose) tanpa adanya optimalisasi pengurangan volume 

sampah di sumber, aspek operasional pengangkutan menunjukkan efektivitas 

yang baik, dibuktikan dengan jadwal pengambilan sampah warga yang terjadwal 

dua kali seminggu. Namun, tanggung jawab untuk pemilahan sampah sepenuhnya 

diserahkan pada inisiatif individual warga di setiap rumah. Hal ini menunjukkan 

bahwa organisasi pelaksana (atau kebijakan di tingkat lokal) belum menyediakan 

insentif struktural atau prosedur yang mewajibkan pemilahan, menjadikan sumber 

daya manusia (partisipasi warga) sebagai variabel yang tidak terjamin dalam 

upaya reduksi sampah. 

4. Karakteristik dan Kemampuan Organisasi Pelaksana 

Karakteristik dan Kemampuan Organisasi Pelaksana ini sangat 

mempengaruhi kinerja kebijakan yang dijalankan tersebut. Karena ini merupakan 

peran penting kemampuan dari organisasi pendukung untuk mengatasi masalah 

persampahan dan menjalankan kebijakan pengelolaan sampah itu sendiri. 

Bagaimana pihak terkait harus mampu berinovasi dan melakukan pengembangan 

kedepan mengenai pengelolaan sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih 

dan berkelanjutan dari segi persampahannya. Karakteristik dan kemampuan 

organisasi pelaksana akan sangat didukung melalui pembentukan struktur 

organisasi yang baik, DLH sendiri telah membentuk 10 tim pengawas lapangan 

yang bertugas untuk memonitor kebersihan sampah pada setiap kecamatan. 

Namun, seluruh penduduk yang ada pada Kota Samarinda ini akan sangat 

membantu jika ikut serta dalam memonitoring kasus persampahan ini. Jadi DLH 

akan selalu terbuka dengan segala bentuk keresahan yang akan ditampung 

terlebih dahulu untuk mengubah pengelolaan sampah ini menjadi baik 

kedepannya. Kemudian pemerintah kota juga berupaya melakukan langkah 

progresif lainnya dengan menciptakan potensi Refuse Derived Fuel (RDF), 

teknologi konversi sampah menjadi bahan bakar alternatif, yang merupakan 

bagian dari strategi waste to energy. Inisiatif ini tidak hanya mengatasi masalah 

sampah, tetapi juga menyediakan sumber energi baru. Langkah-langkah tersebut 

dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk lingkungan, energi, dan masa 

depan kota, serta sangat relevan di tengah urbanisasi untuk menekan krisis 

lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pengelolaan sampah 
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Kelurahan Sambutan selalu melakukan evaluasi monitoring terhadap masalah 

persampahan yang terjadi dengan melakukan rapat bersama ketua RT kemudian 

menjalankan kegiatan gotong royong, dari sisi kelancaran kebijakan tersebut dari 

probebaya juga telah menyiapkan sosialisasi pelatihan pengelolaan sampah, tetapi 

masih banyak masyarakat kurang mengimplementasikannya pada lingkungan. 

Hambatan tersebut bersumber dari rendahnya komitmen individual, defisit 

pemahaman teknis (terutama mengenai pemilahan sampah), dan lemahnya 

mekanisme penegakan sanksi dan penertiban di tingkat komunitas. Kelalaian 

dalam pemeliharaan sarana publik (seperti penanganan vegetasi liar dan 

penghalangan jalan) merupakan indikasi konkret dari minimnya kontrol sosial dan 

inisiatif kolektif dalam menjaga standar kebersihan dan ketertiban lingkungan. 

 

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah 

rumah tangga bersifat interdependen, di mana keterbatasan SDM dan infrastruktur 

(sumber daya) diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat (kondisi 

lingkungan), serta diperparah oleh kurangnya struktur formal di tingkat bawah 

(hubungan antar-organisasi). Oleh karena itu, langkah strategis ke depan harus 

menitikberatkan pada penguatan kapasitas organisasi pelaksana, terutama melalui 

pembentukan unit pengelola skala desa/komunal, diikuti dengan investasi sarana 

prasarana yang spesifik lokasi, guna menjamin keberlanjutan program. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2019 dalam 

pengelolaan dan penanganan sampah rumah tangga pada Kelurahan Sambutan 

belum maksimal berjalan dilihat dari beberapa indikator berikut: 

1. Kondisi Lingkungan, indikator kondisi lingkungan yang ada dengan 

menggambarkan isu persampahan saat ini sangat menjadi isu global yang 

sangat penting untuk dilakukan pengelolaannya dengan baik, kapasitas TPA 

yang belum memadai menjadi faktor utama yang perlu diatasi. 

2. Hubungan antar organisasi, sejauh ini telah dilaksanakan dengan baik 

tergambarkan dengan adanya hubungan dalam kerjasama penyediaan sarana 

prasarana yang ada untuk mengelola sampah oleh dinas terkait, kegiatan rapat 

dengan kelurahan dan RT terjalin untuk mengatasi masalah sampah dan aktif 

mensosialisasikan mengenai pengelolaan sampah, dengan hal tersebut 

hubungan kolaborasi terjalin dengan baik. 

3. Sumber daya organisasi untuk implementasi program, telah direncanakan 

dengan baik meskipun memiliki kekurangan yang muncul mulai dari sumber 

daya pekerja yang belum mencukupi atau kurang, keterlibatan sektor swasta 

yang belum masif terbangun, armada pengangkut yang bisa dikatakan minim, 
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dan dari sisi anggaran sudah direncanakan bahwa APBD harus menyediakan 

3% untuk pengelolaan sampah tersebut jika tidak maka pengelolaan menjadi 

tidak terkelola dengan baik. 

4. Karakteristik dan kemampuan organisasi pelaksana, untuk menjalankan 

kebijakan yang ada telah dilakukan dengan baik karena ini menyangkut 

tentang bagaimana dinas atau instansi terkait dalam melakukan pengelolaan 

sampah pada lingkungan masyarakat.  Secara struktural, Dinas Lingkungan 

Hidup (DLH) telah menunjukkan kapasitas kelembagaan yang memadai, 

didukung oleh pembentukan sepuluh pengawas di setiap kecamatan dan 

keterbukaan terhadap umpan balik publik. Di tingkat operasional, Kelurahan 

Sambutan secara aktif mendukung kebijakan melalui sosialisasi Bank Sampah 

dan menjalankan evaluasi berbasis komunitas melalui forum rapat RT, 

menunjukkan adanya sinergi dalam fungsi pengawasan dan fasilitasi program.  

Faktor penghambat yang terjadi dalam implementasi kebijakan  

pengelolaan dan penanganan sampah rumah tangga pada Kelurahan Sambutan 

yaitu adanya resistensi masyarakat dalam menjalankan peraturan pengelolaan 

sampah, kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam melakukan pemilahan 

sampah agar terkelola sebelum dibuang, dan adanya aktivitas TPA Sambutan 

yang menganggu masyarakat sekitar. Kemudian dari segi masyarakat juga 

kurangnya penyampaian informasi lebih lanjut mengenai kebijakan pengelolaan 

sampah yang harus dijalankan pada lingkungan masyarakat. Kurangnya 

keterlibatan swasta dalam implementasi pengelolaan sampah rumah tangga 

berbasis teknologi sampah menjadi energi listrik. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitan dan pengamatan langsung yang peneliti 

lakukan mengenai implementasi peraturan walikota samarinda nomor 13 tahun 

2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga di kelurahan sambutan memiliki 

penghambat dan kekurangan, maka penulis memberikan saran sebagai bahan 

pelengkap dalam penelitian dan menjadi bahan masukan bagi Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Samarinda dan Kelurahan Sambutan, sebagai berikut: 

1. Penguatan Penegakan hukum dan sosialisasi yaitu perlu adanya penerapan 

sanksi tegas dan terstruktur bagi pelanggar aturan pembuangan sampah untuk 

menekan resistensi masyarakat. Hal ini harus dibarengi dengan edukasi masif 

dan koordinasi intensif antara DLH dan Kelurahan Sambutan guna 

meningkatkan literasi masyarakat terhadap Perwali Nomor 13 Tahun 2019. 

2. Penyediaan sarana dan fasilitas terpilah yaitu pemerintah daerah melalui 

tingkat RT perlu mengakselerasi pengadaan tempat sampah terpilah di titik-

titik strategis. Langkah ini krusial untuk menumbuhkan budaya memilah 

sampah sejak dari sumbernya (rumah tangga). 

3. Modernisasi tata kelola TPA dan armada karena mengingat kondisi TPA 

Sambutan yang mulai overload, diperlukan intervensi teknologi mutakhir 

untuk pengolahan sampah dan pengendalian aroma tidak sedap. Selain itu, 
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standar operasional armada pengangkut harus diperketat agar sampah tidak 

berceceran selama proses distribusi. 

4. Desentralisasi Pengolahan (TPS3R) dengan melakukan pembangunan fasilitas 

daur ulang atau tempat pengolahan sampah terpadu di tingkat kelurahan sangat 

mendesak. Hal ini bertujuan untuk mereduksi volume sampah yang masuk ke 

TPA sekaligus menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui prinsip 

circular economy. 

5. Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan kemitraan lebih merujuk pada 

indikator Cheema dan Rondinelli, penguatan harus difokuskan pada 

sinkronisasi antarorganisasi dan ketersediaan sumber daya. Selain itu, 

pemerintah perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan sektor 

swasta, terutama dalam investasi infrastruktur seperti Pengolahan Sampah 

menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk mengatasi keterbatasan anggaran. 

6. Minimnya kontribusi swasta dalam melakukan pengelolaan sampah rumah 

tangga berkelanjutan di lingkungan Kelurahan Sambutan. Untuk itu 

keterlibatan pihak terkait yang perlu dimaksimalkan yaitu sektor swasta 

sebagai penunjang pemerintah untuk mengatasi masalah keterbatasan 

anggaran, sarana prasarana dan juga penyediaan PSEL (Pengolahan Sampah 

Menjadi Energi Listrik). 
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